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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 43 TAHUN 2014 
TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG DESA 

 
 

I. UMUM 

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 
31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat 
(4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3),  dan Pasal 118 ayat 
(6) serta ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian, lingkup pengaturan 
Peraturan Pemerintah ini ialah penataan Desa, kewenangan Desa, 
Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan 
kekayaan Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, 
badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan 
lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau 
sebutan lain. 

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa, Peraturan 
Pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan 
kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, 
persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan 
tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi  kepala Desa dan 
perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai 
negeri sipil, serta tata cara pemberhentian  kepala Desa dan perangkat Desa. 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


No.5539 2

Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara lain 
memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari APBD 
kabupaten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah  
kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD 
provinsi atau APBD kabupaten/kota ke Desa serta penggunaan belanja Desa, 
penyusunan APB Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa. 

Ketentuan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur dalam 
peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah 
tersebut merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Pemerintah ini. 

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan 
penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, 
tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, 
efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam 
melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, 
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan 
keadilan sosial.  

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah 
daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan 
tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, 
mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

  Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kawasan yang bersifat khusus dan 
strategis” seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan 
antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap 
strategis. 

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga pemerintah 
nonkementerian terkait” misalnya kementerian/lembaga pemerintah 
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pertahanan dan keamanan, kelautan, kehutanan, dan 
transmigrasi. 
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 Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

Pasal 4 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan 
beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan 
berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. 

Pasal 5 

 Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

Jangka waktu 2 (dua) tahun antara lain digunakan untuk persiapan 
penataan sarana prasarana Desa, aset Desa, penetapan, dan 
penegasan batas Desa. 

Pasal 6 

  Cukup jelas. 

Pasal 7 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan 
beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan 
berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. 

Pasal 8 

  Cukup jelas. 

Pasal 9 

  Cukup jelas. 
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Pasal 10 

  Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

  Ayat (1) 

Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  Ayat (5) 

Cukup jelas. 

  Ayat (6) 

Cukup jelas. 

  Ayat (7) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”kaidah kartografis” adalah kaidah 
dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang 
mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian 
dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di 
atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian 
dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan 
pilar batas, dan pembuatan peta batas. 

Huruf b 

    Cukup jelas. 

   Huruf c 

    Cukup jelas. 

   Huruf d 

    Cukup jelas. 

   Huruf e 

    Cukup jelas. 

   Huruf f 

    Cukup jelas. 
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   Huruf g 

    Cukup jelas. 

   Huruf h 

Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar-Desa”, 
antara lain sarana dan prasarana antar-Desa serta 
transportasi antar-Desa. 

 Ayat (8) 

  Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 
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Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

 Yang dimaksud dengan “hak asal usul” termasuk hak tradisional dan 
hak sosial budaya masyarakat adat. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara 
serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada 
hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan 
kemampuan biaya pemilihan. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan 
administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan 
administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:  
1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara 

Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota; 
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel 
atau bermeterai cukup; 

3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan 
di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 

4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan 
ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang 
atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; 

5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa 

yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel 
atau bermeterai cukup; 

7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat 
tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran 
dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa 
setempat; 
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8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak 
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; 

9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak 
sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; 

10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum 
daerah; dan  

11. surat keterangan dari pemerintah daerah  kabupaten/kota 
dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak 
pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa 
jabatan. 

   Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 
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Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papan 
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 
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Pasal 61 

  Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

  Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

  Cukup jelas. 

Pasal 68 

  Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

  Cukup jelas. 

Pasal 71 

  Cukup jelas. 

Pasal 72 

  Cukup jelas. 

Pasal 73 

  Cukup jelas. 

Pasal 74 

  Cukup jelas. 

Pasal 75 

  Cukup jelas. 

Pasal 76 

  Cukup jelas. 

Pasal 77 

  Cukup jelas. 
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Pasal 78 

  Cukup jelas. 

Pasal 79 

  Cukup jelas. 

Pasal 80 

  Cukup jelas. 

Pasal 81 

  Cukup jelas. 

Pasal 82 

  Cukup jelas. 

Pasal 83 

  Cukup jelas. 

Pasal 84 

  Cukup jelas. 

Pasal 85 

  Cukup jelas. 

Pasal 86 

  Cukup jelas. 

Pasal 87 

  Cukup jelas. 

Pasal 88 

  Cukup jelas. 

Pasal 89 

 Cukup jelas. 

Pasal 90 

  Cukup jelas. 

Pasal 91 

 Cukup jelas. 

Pasal 92 

  Cukup jelas. 

Pasal 93 

  Cukup jelas. 

Pasal 94 

  Cukup jelas. 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


No.5539 12

Pasal 95 

  Cukup jelas. 

Pasal 96 

  Cukup jelas. 

Pasal 97 

  Cukup jelas. 

Pasal 98 

  Cukup jelas. 

Pasal 99 

  Cukup jelas. 

Pasal 100 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf  b 

   Angka 1 

    Cukup jelas. 

   Angka 2 

    Cukup jelas. 

   Angka 3 

    Cukup jelas. 

   Angka 4 

 Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun 
warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk 
operasional rukun tetangga dan rukun warga. 

Pasal 101 

  Cukup jelas. 

Pasal 102 

  Cukup jelas. 

Pasal 103 

  Cukup jelas. 

Pasal 104 

  Cukup jelas. 

Pasal 105 

  Cukup jelas. 
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Pasal 106 

  Cukup jelas. 

Pasal 107 

  Cukup jelas. 

Pasal 108 

  Cukup jelas. 

Pasal 109 

  Cukup jelas. 

Pasal 110 

  Cukup jelas. 

Pasal 111 

  Cukup jelas. 

Pasal 112 

  Cukup jelas. 

Pasal 113 

Peraturan Menteri dalam ketentuan ini memuat pengaturan mengenai 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pelaporan, penilaian, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
kekayaan Desa. 

Pasal 114 

  Cukup jelas. 

Pasal 115 

  Cukup jelas. 

Pasal 116 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah mengikutsertakan 
masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. 

Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

Ayat (5) 
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   Cukup jelas. 

Ayat (6) 

   Cukup jelas. 

Pasal 117 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang 
menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber 
daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, 
serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, 
pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi 
masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian 
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber 
daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 118 

  Cukup jelas. 

Pasal 119 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah program percepatan 
pembangunan Desa yang pendanaannya berasal dari Pemerintah 
dan pemerintah daerah provinsi. 

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki 
program berbasis Desa. 

  Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (5) 

   Cukup jelas. 
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  Ayat (6) 

   Cukup jelas. 

Pasal 120 

  Cukup jelas. 

Pasal 121 

  Cukup jelas. 

Pasal 122 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

Pengintegrasian program sektoral dan program daerah ke dalam 
pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 
tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program 
yang saling mendukung. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “didelegasikan pelaksanaannya” adalah 
penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan 
aset dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau 
pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Desa. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 123 

  Cukup jelas. 

Pasal 124 

  Cukup jelas. 

Pasal 125 

  Cukup jelas. 

Pasal 126 

  Cukup jelas. 

Pasal 127 

  Cukup jelas. 

Pasal 128 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (2) 
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Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga 
swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, 
atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak 
berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 129 

  Cukup jelas. 

Pasal 130 

  Cukup jelas. 

Pasal 131 

  Cukup jelas. 

Pasal 132 

  Cukup jelas. 

Pasal 133 

  Cukup jelas. 

Pasal 134 

  Cukup jelas. 

Pasal 135 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (2)   

Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan 
desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban 
pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan 
pertanggungjawaban Pemerintah Desa. 

  Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (5) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (6) 

   Cukup jelas. 
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Pasal 136 

  Cukup jelas. 

Pasal 137 

  Cukup jelas. 

Pasal 138 

  Cukup jelas. 

Pasal 139 

  Cukup jelas. 

Pasal 140 

  Cukup jelas. 

Pasal 141 

  Cukup jelas. 

Pasal 142 

  Cukup jelas. 

Pasal 143 

  Cukup jelas. 

Pasal 144 

  Cukup jelas. 

Pasal 145 

  Cukup jelas. 

Pasal 146 

  Cukup jelas. 

Pasal 147 

  Cukup jelas. 

Pasal 148 

  Cukup jelas. 

Pasal 149 

  Cukup jelas. 

Pasal 150 

  Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa”, antara lain 
rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan 
keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga 
pemberdayaan masyarakat.  
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  Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

   Huruf a 

    Cukup jelas. 

   Huruf b 

    Cukup jelas. 

   Huruf c 

    Cukup jelas. 

   Huruf d 

    Cukup jelas. 

   Huruf e 

    Cukup jelas. 

   Huruf f 

Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui 
peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan 
ketenagakerjaan. 

   Huruf g 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan 
melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas 
kepemudaan, dan kualitas perempuan. 

Pasal 151 

  Cukup jelas. 

Pasal 152 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ”kelompok adat yang lain” adalah kelompok 
adat selain masyarakat hukum adat yang ada di desa adat itu. 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

Pasal 155 

Cukup jelas. 
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Pasal 156 

Cukup jelas. 

Pasal 157 

Cukup jelas. 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

Pasal 159 

Cukup jelas. 
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